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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Acara Pidana bertujuan mencari dan mendekati kebenaran materiil, 

ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan 

menetapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan 

untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan suatu pelanggaran 

hukum. Dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna 

menetukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah

iorang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.

Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di

suatu Negara dimana di dalamnya terdapat aturan-aturan dasar yang berlaku,

menentukan perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan atau dilarang yang disertai

dengan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Cara atau prosedur untuk

menuntut ke pengadilan terhadap orang-orang yang diduga melakukan perbuatan

pidana merupakan hukum pidana formil atau HukumAcara Pidana.

Hukum Acara Pidana ialah rangkaian peraturan hukum menentukan bagaimana cara-cara 
mengajukan ke depan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan dan bagaimana cara-cara 
menjatuhkan hukuman oleh Hakim, jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum 
pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu terjadi; dapat juga 
disebut rangkaian kaedah-kaedah hukum tentang cara memelihara dan mempertahankan 
Hukum Pidana Material.2

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Yayasan 
Pengayoman, Jakarta, 1982,

C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pusataka, Jakarta,
1986, hal.330

1
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Untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya, maka pejabat

aparat negara tersebut dapat bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam 

Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana dalam hal ini mengatur bagaimana tata

cara pejabat yang berwenang itu melakukan tindaka itu untuk proses suatu perkara 

pidana. Adapun tindakan pejabat tersebut pada dasarnya mulai dilakukan pada tingkat 

penyidikan sampai diperiksanya perkara tersebut dimuka persidangan pengadilan 

serta pelaksanaan putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim.

Penagganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah 

menerima laporan / pengaduan dari masyarakat atupun diketahui sendiri tentang 

terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh Penuntut Umum dengan jalan

melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya Hakim melakukan

pemeriksaan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Pada tahap inilah, apabila ditinjau dari undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP),

tindakan penyidik tersebut merupakan sub-sistem peradilan pidana yang berlaku di

Indonesia. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981, di Indonesia terdapat beberapa

lembaga yang berperan penting dalam penegakan hukum di Indonesia.

Sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal adanya lembaga-lembaga yang mempunyai 
peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum antara lain : polisi, jaksa, 
hakim serta lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga terakhir dari sistem peradilan pidana 
kita. Hal diatas sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- 
Undang Hukum Acara Pidana yang telah membagi secara tegas mengenai fungsi, tugas dan 
wewenang masing-masing aparat penegak hukum.3

Dalam rangka menyusun Berkas perkara dari penyidik kepada Penuntut 

Umum, penyidik wajib menindak lanjuti laporan atau pengaduan dari masyarakat

3 Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Op Cit, hal. 8
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ataupun diketahui sendiri oleh penyidik tentang terjadinya tindak pidana. Hal ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan bukti-bukti awal yang dapat dijadikan oleh

penyidik sebagai bahan dasar bagi pengembangan penyidikan.

Bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses acara pidana adalah, 

persoalan-persoalan mengenai pembuktian apakah terdakwa benar atau tidaknya

melakukan perbuatan yang didakwakan. Karena dari jawaban soal inilah tergantung 

apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan.4 Untuk inilah maka

Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, “mencari

kebenaran materiil itu tidaklah mudah, alat-alat bukti yang tersedia menurut undang- 

undang sangat Relatif’.5

Dalam mendapatkan bukti-bukti awal yang diduga berkaitan dengan suatu

tindak pidana, maka tindakan pertama yang dapat dilakukan penyidik adalah segera

mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau Tempat Terjadinya Tindak Pidana.

Adapun tujuan penyidikan untuk segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara Itu,

selain mengumpulkan keterangan-keterangan dari orang-orang yang berada di sekitar 

Tempat Kejadian Perkara yang melihat, megalami ataau mengetahui terjadinya tindak 

pidana, penyidik juga mencari barang bukti yang terdapat dalam tindak pidana

tersebut.

Namun yang sering menjadi kendala dalam proses pembuktian dengan barang 

bukti adalah kemungkinan terjadi hilangnya ataupun sengaja dihilangkan barang

4 Moeljatno, Hukum Acara Pidana, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum U.G.M, Yogyakarta,
1982, hal.132

5 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 246
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bukti tersebut oleh terdakwa, baik pada saat penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan

maupun pemeriksaan di persidangan., untuk menghilangkan bukti kejahatan yang 

telah dilakukannya, maka terdakwa akan berbuat segala sesuatu dengan bermaksud 

ingin menyingkirkan barang-barang bukti yang memberatkan, misalnya untuk

menghilangkan jejak tersangka merusak, menyembunyikan, membuang, atau

memindah tangankan benda yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut sehingga

tindak pidana itu tidak dapat dijadikan bukti dalam sidang pengadilan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa bukan pelaku saja yang harus dicari atau

ditemukan noleh penyidik, melainkan bahan pembuktiannya harus ditemukan pula.

Hal ini mengingat bahwa fungsi utama dari Hukum Acara Pidana yaitu untuk

merekontruksi kembali kejadian dari seorang pelaku dan perbuatan yang dilarang,

sedangkan alat-alat pelengkap daripada usaha tersebut adalah barang bukti.

Pelaku, perbuatanya dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang

menjadi fokus dari usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil. Terhadap

pelaku harus dibuktikan bahwa ia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana 

(toerenkenbaar) disamping bukti tentang adanya kesalahan (shuld) dan terdapat 

perbuatannya apakah terbukti sifat melawan hukum (wedderechttelijkheicf) dari 

perbuatan itu.6 Sehingga pada akhirnya yang menjadi tujuan dari Hukum Acara 

Pidana dapat tercapai sebagaimana mestinya, yaitu :

6 M. Yahya Harahap, Pembahasan Peramaslahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II, Pustaka 
Kartini, Jakarta, 1985, hal. 801
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Untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah 
kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan 
hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku 
yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminya 
pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwakan 
itu dapat dipersalahkan.7

Hakim dapat menghukum seseorang, maka sudah seharusnya orang itu

dihukum sesuai dengan kesalahannya, karena sudah menjadi asas dalam hukum

pidana bahwa tiada pidana tanpa adanya kesalahan (Geen Straaf Zoncler Schuld),

dengan demikian maka hak asasi manusia, terutama hak tersangka atau terdakwa

dapat terlindungi.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis menyusun skripsi dengan

judul:

“BARANG BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ”

B. Permasalahan

> Bagaimanakah fungsi barang bukti apabila dikaitkan dengan alat bukti dalam

penyelesaian perkara pidana ?

> Bagaimanakah tanggung jawab yuridis aparat penegak hukum atas barang 

bukti ayang disita pada setiap tahap pemeriksaan perkara pidana ?

C. Ruang Lingkup

Barang bukti didalam penyelesaian perkara pidana adalah merupakan suatu 

hal yang sangat penting bagi pembuktian dan berguna untuk mengejar atau 

mendapatkan suatu kebenaran.

7 Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Op cit, hal 1
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Dan untuk mengatasi masalah yang akan dibahas selanjutnya mengenai 

barang bukti ini, maka penulis hanya akan membicarakan mengenai barang bukti 

didalam penyelesaian perkara pidana.

D. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi

ini, adalah :

> Untuk mengetahui manfaat barang bukti apabila dikaitkan dengan alat bukti

dalam penyelesaian perkara pidana.

> Untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimanakah tanggung jawab yuridis 

aparat penegak hukum atas barang bukti / benda sitaan pada setiap tahap

pemeriksaan perkara pidana.

E. Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini, adalah ;

1. Secara teoritis memberikan sumbangan bagi perkembangan hukumpositif,

khususnya dalam HukumAcara Pidana.

2. Secara praktis memberikan gambaran mengenai pelaksaan peradilan dalam

menyelesaikan perkara pidana terutama mengenai proses pembuktian dengan

barang bukti.

3. Memberikan kontribusi-kontribusi pemikiran terhadap pihak-pihak yang 

terkait, demi meningkatkan fungsi peradilan, terutama bagi pihak-pihak yang 

terkait dalam proses penyelesaian perkara pidana.



7

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian.

Penelitian merupakan penelitian empiris, bersifat deskriftif analisis, yaitu 

bermaksud menerangkan atau menggambarkan masalah-masalah yang 

menjadi objek penelitian dan kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

2. Jenis dan sumber data.

Jenis data yang diperoleh adalah data kualitatif

3. Tehnik pengumpulan data.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data :

a.Data Primer

Data primer ini diperoleh melalui wawancara dan informan dengan cara

menyiapkan daftar pertanyaan.

b.Data Sekunder.

Data ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi

yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literature dan karya tulis

ilmiah dan lain-lainnya, yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kepolisian Sekayu, Kejaksaan Negeri

Sekayu dan Pengadilan Negeri Sekayu.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan akan dianalisis dengan 

mendeskripsikan konsepsi pemikiran serta menyajikan argumen-argumen
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untuk mendapatkan apa yang menjadi objek penelitian, sehingga pada 

konklusi akhir permasalahan tersebut dapat dijawab.
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Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya “Pemeriksaan di

Persidangan Pengadilan” .

Pengertian daripada barang bukti adalah barang bukti kejahatan yang dapat berupa 

alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, barang yang diperoleh dari kejahatan 

dan barang yang dicipta dari kejahatan serta barang yang menjadi objek dari 

kejahatan.2

Disamping itu ada pula barang bukti yang bukan merupakan objek, alat atau

hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut

mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya pakaian yang dipakai

korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh.

Dari pengertian barang bukti yang dikemukakan oleh kedua sarjana di atas,

maka penulis mengambil kesimpulan mengenai pengertian barang bukti yaitu :

barang yang digunakan dalam suatu tindak pidana, barang yang sengaja dibuat dan

diperuntukkan dalam melakukan tindak pidana serta barang sebagai hasil dari suatu

tindak pidana.

2 Martiman Prodjohamidjojo, Pemeriksaan di Persidangan Pengadilan, Ghalia Indonesia 
Jakarta, 1983, hal.24
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